BPK: Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Instansi Vertikal
Tidak Tepat dan Tidak Dengan
Maksud Digunakan

Batang Hari, Jambi — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Perwakilan Jambi atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Batang Hari tahun 2024 menemukan 19 item belanja modal gedung
dan bangunan pada Dinas PUTR di instansi vertikal tidak tepat
dan tidak dengan maksud digunakan, Sabtu (15/11/2025).

Pemkab Batang Hari pada LRA Tahun 2024 menyajikan anggaran
Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp97.732.546.296,39
dengan realisasi sebesar Rp75.005.971.872,44 atau 76,75%, di
antaranya merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebesar
Rp38.200.452.196,23.

Hasil pemeriksaan atas DPA dan Register Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas PUTR diketahui dari jumlah
realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar
Rp38.200.452.196,23, di antaranya sebesar Rpll.888.032.484,88
merupakan gedung dan bangunan yang akan diserahkan kepada
pihak lain yaitu Instansi Vertikal.

Dengan demikian klasifikasi penganggaran Belanja Gedung dan
Bangunan sebesar Rpll.888.032.484,88, pada Belanja Modal tidak
tepat karena tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan daerah dan tidak dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

Seharusnya anggaran pembangunan gedung dan bangunan sebesar
Rpl11.888.032.484,88, dianggarkan dan direalisasikan pada
Belanja Hibah.
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Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan Dinas PUTR, hal tersebut terjadi
karena tidak dilakukannya verifikasi atas Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD yang diinput oleh masing-masing bidang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pada:

1) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Klasifikasi
Belanja Daerah terdiri atas:

a) belanja operasi;
b) belanja modal;
c) belanja tidak terduga; dan belanja transfer”;

2) Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Belanja operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci
atas jenis:

a) belanja pegawai;

b) belanja barang dan jasa;
c) belanja bunga;

d) belanja subsidi;

e) belanja hibah; dan

f) belanja bantuan sosial”;
3) Pasal 62,

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Belanja Hibah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik
negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara



spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan 1lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”;

b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Belanja Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD seusai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

b. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
pada Lampiran huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja
Daerah:

1) Angka 3, huruf a poin 2) Belanja Barang dan Jasa:

a) Butir a) yang menyatakan bahwa “Belanja barang dan jasa
digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual Kkepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada
SKPD terkait”; dan

b) Butir a) yang menyatakan bahwa “Belanja barang dan jasa
diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja
pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang
dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat”.

2) Angka 33, huruf b Belanja Modal:

a) Butir 1) yang menyatakan bahwa “Belanja modal dianggarkan
untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya”;



b) Butir 2) yang menyatakan bahwa “Nilai aset tetap yang
dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga
beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan”; dan

c) Butir 3) yang menyatakan bahwa “Pengadaan aset tetap
tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan
daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur
dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud,
biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak
dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan”.

c. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja
Pemerintah, pada Bab V Klasifikasi Menurut Jenis Belanja, yang
menyatakan bahwa:

1) “Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja
barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan
kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus
dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pindah tugas, dan pemulangan pegawai; dan sewa sarana

2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja
dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu
diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria



kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai ciri-
ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah
aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun,
nilainya relatif material. Sedangkan ciri- ciri/karakteristik
Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset
pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun,
nilainya relatif material”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan lebih saji
sebesar Rpll1.888.032.484,88; dan

b. Realisasi Belanja Hibah kurang saji sebesar
Rpl1.888.032.484,88.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. TAPD tidak cermat dalam memverifikasi kesesuaian
klasifikasi anggaran dalam RKA SKPD dengan Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024;

b. Inspektur tidak optimal dalam mereviu RKA dan DPA yang
diajukan oleh SKPD; dan

c. Kepala Dinas PUTR selaku Pengguna Anggaran tidak cermat
dalam menyusun RKA SKPD sesuai klasifikasi belanja yang tepat.

Menanggapi permasalahan tersebut:

a. Kepala Dinas PUTR menyatakan sependapat dengan temuan BPK
dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK; dan

b. Bupati Batang Hari menyatakan sependapat dengan temuan BPK
dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Batang Hari agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dalam memverifikasi RKA
dan DPA SKPD atas kegiatan yang diperuntukkan kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik



Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, agar memastikan
klasifikasi belanjanya sesuai ketentuan yaitu pada Belanja
Hibah;

b. Inspektur lebih optimal dalam mereviu RKA dan DPA yang
diajukan oleh SKPD; dan

c. Kepala Dinas PUTR lebih cermat dalam menyusun RKA SKPD
sesuai klasifikasi belanja yang tepat.

Berikut Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal — Gedung
dan Bangunan pada Dinas PUTR yang Seharusnya Dianggarkan pada
Belanja Barang dan Jasa:

1. Pembangunan Gedung Administrasi I Gedung Diklat
Kejaksaan anggaran Rp.6.587.815.000,00, realisasi
Rp.6.542.037.993,00.

2. DED Pembangunan Gedung Administrasi I Gedung Diklat
Kejaksaan anggaran Rp.150.000.000,00, realisasi
Rp.148.960.890,00.

3. Supervisi Pembangunan Gedung Administrasi I Gedung
Diklat Kejaksaan anggaran Rp. 250.000.000,00, realisasi
Rp.89.897.790,00.

4. Rehabilitasi Asrama Polres Batanghari anggaran
Rp.2.974.184.288,00, realisasi Rp.2.969.947.080,00.

5. DED Rehabilitasi Asrama Polres Batang Hari
Rp.81.213.000,00, realisasi Rp.81.082.170,00.

6. Supervisi Rehabilitasi Asrama Polres Batang Hari
Rp.53.184.000,00 realisasi Rp.52.836.000,00.

7. Rehabilitasi Asrama Polsek Muara Bulian anggaran
Rp.1.053.842.312,00, realisasi Rp.1.049.396.220,00.

8. DED Rehabilitasi Asrama Polsek Muara Bulian anggaran
Rp.52.482.000,00, realisasi Rp.52.308.750,00.

9. Supervisi Rehabilitasi Asrama Polsek Muara Bulian
anggaran Rp.35.049.000,00, realisasi Rp.34.854.000,00.
10. Pekerjaan Lanjutan Gedung Dokkes Polres Batang Hari
anggaran Rp.124.967.508,00, realisasi Rp.124.852.237,00.



11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Supervisi Pekerjaan Lanjutan Gedung Dokkes Polres Batang
Hari Rp.12.178.500,00, realisasi Rp.12.104.550,00.
Penataan Taman dan Jalan dilingkungan Asrama Polres
Batang Hari anggaran Rp.923.864.400,00, realisasi
Rp.270.000.001, 00.

DED Penataan taman dan jalan di lingkungan asrama Polres
Batang Hari Rp.45.275.000,00, realisasi
Rp.45.034.920,00.

Supervisi Penataan taman dan jalan di lingkungan asrama
Polres Batang Hari anggaran Rp.30.906.000,00, realisasi
Rp.30.880.200,00.

DED Pembangunan Rumah Jaga dan Pembangunan Penambahan
Teras Makodim anggaran Rp.36.220.000,00, realisasi
36.152.700,00.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kejari Muara
Bulian anggaran Rp.200.099.180,00, realisasi
Rp.199.407.634,00.

DED Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan MAKODIM
anggaran Rp.99.900.000,00 realisasi Rp.99.789.000,00.

DED Penataan Taman Kantor Kejari Muara Bulian anggaran
Rp.27.165.000,00, realisasi Rp.27.139.500,00.

Pekerjaan Supervisi Penataan Taman Kantor Kejari Muara
Bulian anggaran Rp.21.400.000,00, realisasi
Rp.21.350.850,00.

Dengan total keseluruhan anggaran Rp.12.759.745.188,00, dan
realisasi Rp.11.888.032.484,88. (Red)

Jalan Kota Jambi Ditanami
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Pohon Pisang, Jamhuri:
Filosofi Pahat Rezim Cacat
Logika

Opini, Oleh : Jamhuri — Direktur Eksekutive LSM Sembilan.

Pernyataan PPK jalan Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi sebagaimana yang di lansir oleh Tribun
Jambi edisi selasa 4 April 2023 merupakan suatu kesombongan
dan bahasa keangkuhan yang dikemas dalam kalimat kejujuran tak
bernilai.

Pengakuan tentang betapa rendah dan tidak kredibilitas oknum
Kontraktor pelaksana yang dimenangkan dalam lelang tender
kegiatan dimaksud serta yang tidak memiliki akuntabilitas
sebagai pejabat negara/daerah.

Disinyalir Nama Badan Hukum (kontraktor) tersebut merupakan
hasil dari asal tunjuk hingga pelaksanaan kegiatan menunggu
alat berat yang masih berada di Merlung (Tanjab Barat).

Sekaligus merupakan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa
Pemerintahan rezim Jambi Mantal merupakan pemerintahan yang
tidak memiliki wibawah dan ettos kerja yang rendah.

Batang pisang itu sendiri merupakan ungakapan pemberian
simbolisasi oleh masyarakat tentang cacat logika dari Nalar
yang sakit oknum pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang
dirasakan oleh masyarakat.
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Atau semacam filosofi mata Pahat, bergerak setelah dihantam
keras dan beratnya palu pendorong gerakannya.

Pernyataan yang bersangkutan mengenai volume jalan dan
akumulasi anggaran tersebut tidak sesuai atau bertentangan
dengan keterangan pada dokumen lelang yang menyatakan dana
tersebut dengan peruntukan bagi perbaikan ruas jalan dari
jalan Ade Irma Suryani dan jalan syiwabessi, artinya dana itu
untuk ruas jalan yang lebih dari 1 KM.

Sekaligus merupakan petunjuk agung dari Sang Kholik tentang
Kabinet Jambi Mantap yang diisi oleh orang-orang amatiran dan
sama sekali tidak memahami Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB).

Kabinet Pemerintah rezim Jambi Mantap gagal memahami arti
daripada kata Pengabdian dan Tupoksi Pemerintah. (Red)

Ajukan 30 Miliar, Pemprov
Jambi Hanya Dapat 9 Miliar
dari CSR Batu Bara

Jambi — Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan dana CSR dari
perusahaan batu bara melalui Kementerian ESDM senilai Rp 30
miliar yang akan digunakan untuk perbaikan jalan rusak, namun
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yang diterima hanya Rp. 9 Miliar, Selasa (13/12/2022).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman.
Ia mengatakan, dari jumlah yang diajukan, Pemerintah Provinsi
Jambi hanya mendapatkan alokasi dana CSR dari perusahaan batu
bara melalui Kementerian ESDM sebesar Rp 9 miliar.

“Dana ini nantinya akan digunakan untuk melakukan perbaikan
jalan rusak yang ada di Provinsi Jambi,” imbuhnya.

Dari alokasi Rp 9 miliar, menurut Sudirman akan dipilah-pilih
lokasi-lokasi mana yang masih ada kerusakan, karena kemarin
dari BPJIN juga sudah melakukan perbaikan.

Mengenai alokasi dana CSR yang jauh di bawah nilai yang
diajukan Pemprov, Sudirman menyebutkan karena terbatasnya
waktu yang hanya di periode Oktober dan November.

“Kemarin kan kita ajukan untuk empat belas titik perbaikan
jalan rusak, nanti kita lihat apakah dananya akan diberikan ke
kita, dan kita yang lakukan perbaikan, atau langsung dikelola
oleh Kementerian ESDM,” jelasnya.

Diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi
mengajukan dana CSR ke Kementerian ESDM untuk diteruskan
kepada perusahaan pemegang IUP Batu Bara yang ada di Provinsi
Jambi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan bahwa
pihak skema pengajuan CSR ini dibagi menjadi dalam dua tahap,
untuk tahun ini dan tahun 2023 mendatang.

“Untuk tahun ini, kita fokus untuk mengajukan anggaran CSR
kepada Kementerian ESDM untuk pendukung infrastruktur seperti
rambu-rambu jalan dan kantong parkir, jumlahnya sekitar Rp 5
miliar lebih dan itu domainnya dari Dinas Perhubungan,” kata
Sudirman pada Senin, 21 Oktober 2022 lalu.

Dijelaskan Sudirman, untuk tahun ini juga pihaknya mengajukan
anggaran CSR sebesar Rp 30 Miliar untuk perbaikan jalan



Provinsi.

“Dalam periode ini juga, kita ajukan dana CSR untuk perbaikan
infrastruktur jalan Provinsi itu sebesar Rp 30 Miliar lebih
itu dan masuk dalam domainnya Dinas PU, itu kita ajukan untuk
periode November dan Desember tahun ini,” tambahnya.

Sementara untuk tahun 2023 mendatang, dijelaskan Sekda bahwa
pihaknya pihaknya akan mengajukan CSR sebesar Rp 600 Miliar
lebih.

“Dari Rp 600 Miliar 1lebih ini kita ajukan untuk perbaikan
jalan nasional dan provinsi di 14 titik yang ada, dari
Sarolangun sampai ke Pelabuhan Talangduku,” katanya.

Menurutnya, dana Rp 600 Miliar ini nantinya diperuntukan untuk
perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 93 Kilometer.

“Untuk perusahaan mana saja yang harus membayar CSR itu masuk
domainnya Kementerian ESDM, nanti mereka yang akan menentukan
perusahaan mana saja yang terlibat,” pungkasnya. (Red)

Sumber: jambiindependent.disway.id



